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TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE

Menimbang : a.

BISMILLAH IRRAHMANIRRAH IM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan
dan pelatihan yang berbasis pada kineq'a dibutuhkan analisis
jabatan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang
berdayaguna dan berhasil guna;

bahwa untuk rnendapat informasi jabatan yang akurat
terhadap jabatal struktural dan jabatan fungsional umum,
perlu dilakukan analisis jabatan pada Dinas Perhubungal
Kabupaten Pidie;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie

tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional Umum Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20A6 tentang Pemerintahan
Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46331;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A74 tentang Aparatur Sipil
F(egara (Lernbaran N-egara Republik Indonesia Tahun 2Ai4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5+9+l;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg
Perubahan Kedua atas Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2074
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Repukriik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomcr 292, farnbahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 tr6 tentang Perangkat
Daerah (Ler:rbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CI16

Nomor 1l4l;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nornor 12 Tahun 2A1,7 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah dan Cabang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201,7 Nomor a51);

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Piclie
(Lembaran Katrupaten Pidie Tahun 2Ol5 Nomor O5,Tambahan
Lernbaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

Peraturan Bupati Pidie Nomor 74 Tahun 2A77 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten
Pidie Tahun 2OI7 Nomor 14);

MtrMUTUSKAN

: PEP.ATURAN BUPATI PIDIE TENTANG HASIL ANALISIS
JABATAN L DAN FUNGSIONAL UMUM PAD
DINAS PE KABUPATEN PIDIE.
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BAB I
KETtrNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie;

2. Bupati adalah Bupati Pidie;

3. Perangkat Daerah Kairupaten adalah unsLlr pembantu
Bupati dalam penyelenggaraan peirrer'intahan Kabupaten
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis l)aerah
Kabupaten Pidie;

4. Dinas Perhubungan ada.lah Dinas Perhubungan Kabupaten
Pidie;

5. Kepala Dinas ada-lah Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Pidie;

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Pidie;

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Pidie;

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Piclie;

9. Kepala Seksi adaiah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Pidie;

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang seianjutn_ya disebut
UPI'D adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasionai danfatau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas PerhuLrungan Kakrupaten Fidie;

11. Keiornpok Jabatan Fungsionai adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, ta:rggung jar,,ab, wewenang dan hak
seseorang Pegaw,ai Negeri Sipii dalam rangka menlalankan
tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk
mencapai tuj uan organisasi;

12. Analisis Jabratan adalah proses, metoda dan teknik untuk
mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi inforrnasi
jabatan guna penyusunan kebijakan program
pe mtrinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan,
kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendiclikan dan
peiatihan serta umpan balik bagi organisasi dan
tatalaksana;

13. Uraian Jatratan adalatr cakupan inforrnasi jabatan atas
jabatan yang tercantulm dalam susunan dan struktur
organisasi;

14. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan,
yang melembaga atau meny
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15. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera
dalam struktur organisasi;

16" Jabatan Fungsional Umum disebut juga dengan jabatan non
struktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya
bersifat fasilitatif dan pendukung hagi misi organisasi;

17. Ringkasan Tugas adalah rnerupakan ikhtisar dari
keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalarn 1

(satu) kalimat;
18. Hasil Kerja ada-lah produk atau keluaran (output) yang

harus clicapai oleh ,jabatafl yang dapat berupa benda, jasa
dan informasi;

19. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak
kerja (tugas) rnenjadi hasii kerja yang dapat berupa -bencta

berwujud dan benda tak berwujud;
20. Perangkat Kerja adalah rriesin, perkakas, peraiatan kerja

dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses
bahan kerja menjadi hasil kerja;

21. Rincian Tugas ada-lah paparan atau bentangan atas semua
tugas jabatan yang rnerupakan Llpaya pokak yang dilakukan
pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi
hasil kerja dengan menggunakan perangkat keqa dan dalam
kondisi peiaksanaan tertentu;

22.Keadaan Tempat Kery'a adalah gambaran tentang kondisi
tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang
menir:rbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko
bahaya bagi pegawai yang trerada di dalamnya;

23. Upaya Fisik adaiah merupakan gambaran penggunaan
anggota tubuh (mata, telinga, hidung rnulut, tangan, jari,
bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas
jabatan;

Z4.Kernungkinan Resiko Bahaya adalah resikc atas bahaya
yang mungkin timtrul dal me nirnpa pegawai se-,r,aktu
melakukan tugas jabatannya;

25. Syarat Jabatan adalah kuaiifikasi yang harus dipenuhi
pemegang jaliatan untuk melakukan pekerjaan atau
memangku jabatan;

26. TangSJungjawab adalah rincian semua jaminan atas
ketrerhasilan pelaksanaan tugas oleh pernangku jabatan
sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasiian,
kerahasiaan, keseiamatan, kerapian dan keamanan;

2T.Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambii
tindalcan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta
rnenentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambii
da1am melaksanakan dal menyelesaikan pekerj aan ;

28. HuLrungan Kerja adalah rangkaian prosedur elan tata
antar Satuan Kerja yang membentuk suatu kebulatan
kerja da-lam rangka optimaiilasi hasil kerja.

kerja



-5-

BAB II
HASIL ANALISIS JABATAN

Pasa-l 2

Dengan Peraturan Bupati Pidie ini ditetapkan hasil analisis
jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie yang terdiri
dari:
a. Analisis jabatan struktural;
b. Analisis jabatan fungsional umum.

Pasal 3

(1) Anaiisis jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Analisis jabatan fungsionai umum sebagaimana dimaksud
da-1am Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan fungsional
umurn yang berada di bawah jabatal struktural eselon
terendah.

(3) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 2
merupakan uraian jabatal yang mencakup :

a. identitas jabatan;
b. ringkasan tugas;
c. rincian tugas;
d. wewenang;
e. tanggungjawab;
f. hasil kerja;
g. bahan kerJ'a;
h. peralatan kerja;
i. hubungan kerja;
j. keadaan tempat kerja;
k. upaya fisik;
1. kemungkinan resiko bahaya; dan
m. syarat jabatan.

Pasal 4

Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
tercantum paCa lampiran dan merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5

(1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan kebijakan program pembinaal/penataan
kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatu
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(2) Hasil analisis jabatan menjadi pedoman bagi setiap
pemangku jabatan struktural dan fungsional umum dalam
melaksanakan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 7 Ar :fr _ 20 i8 M

19 Raja_b 1439 H

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : Z April, 2Ol8 M

l7 Ralab 1439 H

SEKRETARIS
UPATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 27
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